BAB Il
PENUTUP

A. Simpulan
1. Kepentingan pembukuan terpisah yang dilakukan oleh PT Valbury

Asia Futures dalam transaksi online adalah untuk melindungi dana
nasabah agar tidak bercampur dengan dana operasional perusahaan.
Sistem ini memberikan jaminan hukum dan perlindungan finansial
kepada nasabah, menghindari risiko penyelewengan dana, serta
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam
kegiatan transaksi berjangka secara online. Dengan adanya
segregated account, nasabah dapat merasa lebih aman dalam

melakukan investasi.

2. Implementasi sistem pembukuan terpisah oleh PT Valbury Asia
Futures telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
antara lain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Perdagangan
Berjangka Komoditi, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. PT
Valbury tidak hanya mencatat dan menyimpan dana nasabah dalam
rekening terpisah, tetapi juga menerapkan sistem keamanan
informasi yang tersertifikasi, seperti ISO 27001, serta pengawasan
transaksi melalui lembaga kliring dan Bursa Berjangka Jakarta. Hal
ini menunjukkan bahwa perusahaan menjalankan prinsip good
governance dan kepatuhan hukum dalam perlindungan terhadap

nasabah.Jika terjadi pengaturan terkait pembukuan secara terpisah,
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penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan atau

mekanisme arbitrase yang telah ditetapkan.

3. Konsekuensi hukum bagi perusahaan pialang yang tidak
menerapkan sistem pembukuan terpisah sangat serius, karena
bertentangan dengan peraturan Bappebti dan Undang-Undang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan dapat dikenai sanksi
administratif seperti pencabutan izin usaha, dan apabila terbukti
melakukan penipuan atau penggelapan dana, dapat dikenai sanksi
pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
maupun Undang-Undang ITE. Kasus nyata seperti pengaduan
terhadap beberapa perusahaan pialang yang gagal memisahkan dana
menunjukkan pentingnya penerapan segregated account sebagai
bentuk perlindungan hukum dan kepercayaan publik dalam transaksi

online.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis
menyarankan agar perusahaan pialang berjangka yang belum
menerapkan sistem pembukuan terpisah segera menyesuaikan dengan
ketentuan hukum yang berlaku, karena segregated account sangat
penting untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan
publik. Bappebti diharapkan memperkuat pengawasan dan penindakan

terhadap perusahaan yang melanggar, agar regulasi dapat diterapkan
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secara efektif. Masyarakat juga perlu lebih selektif dalam memilih
perusahaan pialang yang legal dan transparan. Penelitian selanjutnya
dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas pengawasan segregated

account di berbagai perusahaan pialang di Indonesia.
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